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Abstrak 
Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. 
Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak 
terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 
menelusuri pola penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal etnis Sikka Krowe. Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keberadaan Du’a Moan Watu Pitu sebagai lembaga penyelesai konflik memiliki peran 
utama dalam upaya penyelesaian konflik dengan menjunjung tinggi nilai perdamaian ‘ali abo papan kewe.’ 
Pola penyelesaian konflik dalam tiga tahap yaitu repot, lahi dagir bega bolet, dan bura dame. Sanksi yang 
diberikan sebagai hasil dari lahi dagir bega bolet kepada pihak yang diputuskan bersalah tidak bersifat 
membebankan atau menyiksa tetapi lebih kepada memperbaiki keseimbangan yang terganggu. Bura dame 
sebagai sebagai bagian akhir dalam proses penyelesaian konflik mengikat kedua pihak yang berkonflik untuk 
berdamai dan jika dilanggar maka akan menanggung akibat dari sumpah yang telah dilaksanakan. 
Kata Kunci: Etnis Sikka Krowe; Kearifan Lokal; Manajemen Konflik. 
 
Abstract 
The values of local wisdom are believed to be able to be an alternative in the phases of decreasing the intensity 
of conflict. These values become the grip of certain community groups who will usually become an inseparable 
part of life that can be observed through their daily attitudes and behavior. This research aims to explore 
patterns of conflict resolution based on local wisdom of the Sikka Krowe ethnic group. This study uses a 
qualitative research design. Data collection through observation, interview and literature study. The results 
showed that the pattern of conflict resolution based on local wisdom of Sikka Krowe ethnic was divided into 
three stages, namely repot, lahi dagir bega bolet, and bura dame. The existence of Du'a Moan Watu Pitu as a 
conflict resolution institution has a major role in conflict resolution efforts by upholding the value of peace 'ali 
abo papan kewe.' Sanctions given to parties who are found guilty are not burdensome but rather to improve the 
disturbed balance. Bura dame as the final part in the conflict resolution process binds the two conflicting 
parties to make peace and if violated, they will bear the consequences of the oath that has been implemented. 
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PENDAHULUAN 
Konflik adalah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut 
(Gelfand, 2007) konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika individu atau kelompok tertentu 
mempersepsi terjadinya perbedaan antara dirinya atau kelompok lain mengenai minat, sumber daya, nilai, 
keyakinan atau praktik-praktik lain. Konflik juga bermakna sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua 
individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka (Nadya et al., 
2020). Konflik itu sendiri menyebabkan terjadinya beberapa hal diantaranya; kerusakan lingkungan, korban 
jiwa, kerugian harta benda dan gangguan psikologis yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama. 
(Jaka Ferdian, 2017) menyatakan bahwa konflik yang dibiarkan akan menimbulkan sebuah ancaman untuk 
salah satu pihak, permasalahan konflik yang bersifat khusus dapat melebar hingga pada taraf global. Namun, 
pemahaman konflik tidak saja dilihat dari peristiwa konflik yang terjadi, tetapi juga melihat akar masalah 
konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat (Adiansah, et al., 2019). Itu dilakukan demi mencegah 
munculnya pola-pola penanganan konflik yang justru akan mengaburkan pokok permasalahan dari konflik 
yang terjadi. Melihat realitas itu maka mengembangkan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dapat 
dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia.  
Untuk menyelesaikan suatu konflik, ada beragam versi atau model resolusi konflik. Resolusi konflik 
merupakan suatu kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses 
penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik yaitu; tahap de-ekskalasi konflik, tahap 
negosiasi, tahap problem solving approach dan tahap peace building (Suprapto, 2013). Resolusi konflik 
bertujuan agar terselesaikannya konflik secara tuntas dan mewujudkan perdamaian (Afandi, 2005). 
Resolusi konflik yang selama ini terjadi dianggap tidak efektif. Hal ini dikarenakan resolusi konflik 
yang selama ini diterapkan cenderung menggunakan pola yang sama dimana penghentian konflik secara paksa 
dan dilanjutkan dengan penetapan sanksi. Hal tersebut memang menghentikan konflik namu kurang bisa 
menjamin konflik tersebut akan muncul lagi di kemudian hari. Resolusi konflik yang selama ini diterapkan 
juga dianggap belum cukup memadai tanpa menghadirkan rekonsiliasi yang berupaya meraih perdamaian 
melalui sarana saling memaafkan (Fajarini, n.d.). 
Kearifan lokal pada dasarnya dipandang sebagai pondasi pembentuk jati diri bangsa secara nasional 
(Amri, 2021). Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan 
intensitas konflik. Pendekatan resolusi konflik berbasis budaya ini dianggap efektif karena dapat 
meningkatkan keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat (Istiqomah & Widiyanto, 2020). Dalam 
kearifan lokal terdapat enam dimensi yang terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal, ketrampilan lokal, 
sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal serta solidaritas kelompok lokal (Aji et al., 
2021). Sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, Indonesia memiliki banyak sekali 
kearifan lokal yang mampu menjadi media resolusi konflik. (Ridwan, 2007) menyatakan bahwa pola 
penanganan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal 
masyarakat merupakan alternatif resolusi konflik yang patut dipertimbangkan. (Jati, 2013) dalam 
penelitiannya tentang Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan menjelaskan Pela gandong 
sebagai kearifan lokal mempunyai peran penting dalam rekonsiliasi dengan menyatukan kembali solidaritas 
masyarakat yang terpecah selama konflik. Selain halnya kearifan lokal, representasi dalam birokrasi juga 
memegang peran utama dalam mereduksi kesenjangan sosial antara elemen masyarakat di Maluku. 
Etnis Sikka Krowe merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Etnis ini mendiami wilayah 
kabupaten Sikka yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Etnis Sikka Krowe bukanlah satu-
satunya suku yang mendiami kabupaten Sikka. Mereka juga hidup berdampingan dengan suku-suku lain 
seperti suku Lio dan Tana Ai. Selain itu terdapat juga suku-suku pendatang yang dikenal dengan sebutan ata 
goan (orang Bugis yang mendiami wilayah pesisir) dan ata sina (orang Cina). Sebagaimana yang terjadi 
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dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, konflik merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dalam 
tatanan kehidupan etnis Sikka Krowe. Konflik di dalam kehidupan etnis Sikka Krowe dikenal dengan istilah 
solo hulir hein hala. Konflik yang sering terjadi diantaranya yaitu perkelahian, fitnah dan perebutan hak milik 
orang lain. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi, etnis Sikka Krowe memiliki suatu lembaga adat yang 
dikenal dengan sebutan Du’a Moan Watu Pitu. Lembaga adat tersebut merupakan kumpulan orang yang 
terdiri dari kepala kampung dan para tokoh adat yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Du’a Moan 
Watu Pitu terdiri dari seorang kepala dan beberapa wakil yang memiliki jumlah ganjil dari 3, 5, 7 sampai 9 
orang tergantung pada luas wilayah. Jumlah ganjil dalam struktur Du’a Moan Watu Pitu dimaksudkan agar 
pada saat pengambilan keputusan tidak terjadi keputusan berimbang atau sama kuat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pola resolusi atau penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal 
etnis Sikka Krowe. Penelitian ini memiliki arti penting bagi para elit yang berwenang sebagai penyelesai 
konflik khususnya di Kabupaten Sikka. Selama ini penyelesaian konflik selalu diawali dengan penghentian 
konflik secara paksa oleh pihak yang berwajib yang berpedoman pada Undang-Undang tanpa memberdayakan 
kearifan lokal etnis Sikka Krowe. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan 
kontribusi bagi semua elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini mengarah pada upaya 
memetakan pola resolusi konflik yang lahir dari budaya lokal Sikka sesuai dengan konteks dan karakter 
setempat, dan selanjutnya menjadi sumbangsih bagi para elit penyelesai konflik seluruh Indonesia. Kebaruan 
dari penelitian ini terletak pada proses pengintegrasian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal etnis Sikka Krowe 
dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sikka. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sikka, 
Nusa Tenggara Timur dengan fokus Etnis Sikka Krowe yang mendiami wilayah tersebut. Penelitian kualitatif 
menjadikan peneliti sebagai key instrument atau instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 
terhitung dari bulan Maret sampai Juni 2021. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Pengamatan terlibat (participant 
observatory) dilakuan dengan mengikuti proses penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Wawancara 
dilakukan kepada informan yang terkait masalah penelitian ini. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan 
mempelajari bahan-bahan tertulis non pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menghindari 
kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengujian keabsahan data yang 
didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, maka data yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis etnografi sebagaimana dikembangkan oleh (Spradley, 
1997). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Faktor yang paling mendasar dalam konflik dalam kehidupan masyarakat etnis Sikka Krowe adalah 
faktor keberagaman karakteristik pribadi masing-masing individu, kebutuhan, perasaan dan emosi, serta 
budaya konflik dan kekerasan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang memicu konflik individu yang dalam 
beberapa kasus kemudian berkembang menjadi konflik kelompok. Konflik yang terjadi, baik konflik individu 
maupun konflik kelompok pada akhirnya membutuhkan resolusi konflik demi terwujud kembali perdamaian. 
Sebagai lembaga adat yang memiliki tugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, peran Du’a Moan Watu 
Pitu menjadi sangat vital. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan  adat lokal atau kearifan lokal dapat 
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dikatakan efektif karena selama ini sudah membudaya dan  mengakar serta menjadi pedoman dalam 
masyarakat (“Hendry Bakri,” 2015). 
Dalam penyelesaian konflik, Du’a Moan Watu Pitu mengadakan sidang perkara atau dalam bahasa 
setempat dikenal dengan istilah Lahi Dagir Bega Bolet. (Safrijal, 2013), menyatakan bahwa penyelesaian 
perkara melalui hukum adat senantiasa mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas 
musyawarah/mufakat. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan lahi dagir bega bolet yang menjunjung tinggi nilai 
luhur yang tertuang dalam ungkapan ‘ali abo papan kewe.’ Ungkapan tersebut mengandung makna yaitu  
kesalahan yang telah diakui harus dikubur dalam dan tidak perlu diungkit kembali di masa yang akan datang.  
Ungkapan tersebut termasuk tripatri yang mana merupakan kebudayaan sebagai perangkat ide atau nilai-nilai 
yang salah satunya dapat ditemukan dalam bentuk pepatah-pepatah dalam bahasa daerah. Di Maluku terdapat 
ungkapan pela gandong, sebagai nilai lokal yang mengajarkan agar masyarakat Maluku hidup damai di tengah 
perbedaan baik agama, suku dan budaya, dan juga ungkapan torang samua basudara (kita semua bersaudara) 
dari Sulawesi Utara yang menjadi “senjata” yang ampuh dalam memelihara kehidupan yang aman dan 
tenteram ((Mantu, n.d.)). 
Lahi dagir bega bolet dapat dilaksanakan jika terdapat repot atau laporan. Repot menjadi tahap awal 
dalam penyelesaian konflik.  Repot bisa berasal dari pihak yang berkonflik ataupun masyarakat yang merasa 
terganggu kenyamanannya akibat konflik yang terjadi. Setelah mendapatkan repot, maka kepala Du’a Moan 
Watu Pitu akan mengumpulkan para wakilnya untuk berunding mengenai waktu pelaksanaan lahi dagir bega 
bolet. Lahi dagir bega bolet dilaksanakan di blepak (balai permusyawarahan) yang dibangun di lingkungan 
rumah kepala Du’a Moan Watu Pitu. Layaknya sidang perkara dalam hukum positif, lahi dagir bega bolet pun 
digelar dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang berkonflik serta para saksi. 
Setelah informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan telah cukup, maka Du’a Moan Watu Pitu akan 
melakukan voting untuk menentukan pihak yang bersalah. Berdasarkan hasil voting maka diputuskan pihak 
yang bersalah yang kemudian dikenai sanksi. Sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan 
kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang  bertentangan dengan kepentingan umum 
(Safrijal, 2013). Sanksi yang dikenakan kepada pihak yang dinyatakan bersalah ditentukan oleh  Du’a Moan 
Watu Pitu dengan memperhatikan tingkatan permasalahannya. Sanksi yang diberikan terdiri dari dua bagian 
yaitu berat berupa kuda dan heak (ringan) berupa hoang (uang) dan/atau bahar (emas). Jumlah dari berat dan 
heak ditentukan oleh Du’a Moan Watu Pitu berdasarkan tingkatan masalah. Dalam kaitannya dengan hal ini, 
(Sihotang, 2019) menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan dalam hal ini bertujuan untuk memulihkan 
keseimbangan yang terganggu dengan cara pembayaran secara adat berupa barang, uang, mengadakan 
pembersihan dan lain sebagainya.  
Resolusi konflik atau lahi dagir bega bolet akan diakhiri dengan ritual perdamaian yang disebut bura 
dame. Dalam bahasa setempat, kata bura artinya putih dan dame berarti damai. Bura dame merupakan suatu 
ritual dimana kedua pihak yang berkonflik membawa masing-masing sebotol tua (arak) yang kemudian 
dituangkan dalam gelas. Kedua pihak yang berkonflik lalu bertukar gelas yang berisi tua yang nantinya 
diminum. Namun sebelum diminum, kepala Du’a Moan Watu Pitu akan mengucapkan sumpah yang mengikat 
kedua pihak yang berdamai. Sumpah tersebut berbunyi: ‘raik ganu hai ata le mutu dapar wawa unu uben, 
meran lema reta unu arun, ia te odi tua go’o bun’ yang berarti jika di kemudian hari salah satu dari kedua 
pihak yang berkonflik mengungkit permasalahan tersebut maka tua (arak) yang diminum akan membunuhnya. 
Dengan diminumnya tua, maka kedua pihak yang berkonflik dinyatakan secara sah telah berdamai. Hal 
tersebut menyatakan bahwa nilai yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang konflik dan dilaksanakan secara 
bersama-sama maka akan mewujudkan perdamaian (Nanang, 2016). 
Resolusi konflik berbasis kearifan lokal seperti lahi dagir bega bolet mampu menciptakan ruang 
terbentuknya rekonsiliasi diantara pihak yang berkonflik. Hal ini dikarenakan resolusi konflik yang efektif 
dapat terumuskan jika sebab-sebab konflik  dapat diketahui dan diidentifikasi secara jelas sehingga dengan 
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keadaan tersebut  dapat ditetapkan resolusi apa yang sesuai kebutuhan pihak yang berkonflik (Humaedi et al., 
2018). Selain itu juga, lahi dagir bega bolet berhasil menjaga perdamaian dan kerukunan serta meminimalisir 
konflik. (“Hendry Bakri,” 2015) dalam penelitiannya tentang Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon 
menunjukkan bahwa kearifan lokal pela gandong memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian konflik 
SARA di Kota Ambon. Hal tersebut menegaskan bahwa konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, 
bisa diselesaikan dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hal itu disebabkan adat atau 
kearifan lokal merupakan nilai yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat serta dijadikan sebagai 
pedoman hidup. 
Kesadaran akan pentingnya kearifan lokal telah disadari oleh pemerintah kabupaten Sikka dengan 
membentuk kembali lembaga adat di desa-desa yang keberadaanya mulai tergerus oleh modernisasi. 
Kembalinya lembaga adat diharapkan mampu menjadi pilihan utama dalam resolusi konflik yang terjadi di 
masyarakat. Namun, agar resolusi konflik berbasis kearifan lokal seperti lahi dagir bega bolet bisa diterapkan 
secara optimal maka diperlukan kombinasi dengan berbagai resolusi konflik yang ada. 
 
KESIMPULAN 
Konflik merupakan hal yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mana akan 
mengakibatkan terganggunya kesejahteraan bersama. Kearifan lokal dapat menjadi potensi dalam merajut 
kembali perdamaian. Du’a Moan Watu Pitu sebagai lembaga penyelesai konflik memiliki peran kunci dalam 
upaya penyelesaian konflik Upaya penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal etnis Sikka Krowe terbagi 
dalam tiga tahap yaitu repot, lahi dagir bega bolet, dan bura dame. Nilai luhur yang tertuang dalam ungkapan 
‘ali abo papan kewe’ merupakan nilai perdamaian yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Pola 
penyelesaian konflik ini terbukti mampu mengembalikan keseimbangan yang tergganggu denganadanya 
konflik dan mampu meredam bahkan menghilangkan potensi munculnya konflik baru. Kearifan lokal tersebut 
diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam penyelesaian konflik. Adapun penelitian mengenai 
manajemen konflik perlu dilanjutkan terutama mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di seluruh 
Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa konflik tidak dapat hilang namun 
dapat direduksi perkembangannya. 
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